BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat
ditarik beberapa poin kesimpulan, yaitu:

Advisory Opinion merupakan pandangan yang diberikan bukan hanya yang
dapat menciptakan suatu sumber hukum internasional yang baru. Pandangan hukum
ini tentu saja merupakan pandangan yang mewakili sistem hukum nasional dari
masing-masing hakim secara universal. Pandangan hukum yang diberikan tersebut
diyakini dan diterima sebagai suatu penegasan kaidah hukum internasional yang adil
bagi masyarakat internasional.

Kemunculan advisory opinion ini dapat dikatakan sebagai suatu sumber
hukum sekunder yang tidak boleh diabaikan keberadaannya dalam pengembangan
hukum internasional. Secara teoritis apabila dilihat pengertian dari sumber hukum
sekunder merupakan sumber yang tidak dapat secara langsung membentuk hukum
internasional. Advisory Opinion merupakan sumber hukum sekunder yang terlebih
dahulu harus mengidentifikasi, memodifikasi maupun menafsirkan substansi
daripada sumber hukum primer.

Oleh karena itu advisory opinion dapat diyakini sebagai sumber hukum
sekunder yang penting untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum
internasional. Susbtansi dalam advisory opinion tersebut akan membentuk kaidah
hukum internasional yang baru dan akan diyakini sebagai suatu kaidah hukum yang

mengikat secara umum.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas membuktikan bahwa peran
dari substansi advisory opinion penting untuk merumuskan kaidah hukum yang

paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Ketika masyarakat
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internasional membutuhkan kaidah hukum yang relevan maka advisory opinion

yang dapat digunakan.
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